Lompat ke isi

	
		
			
				

	
	

Menu utama
	
	


				
		

	
	Menu utama

	pindah ke bilah sisi
	sembunyikan



	

	
		Navigasi
	

	
		
			Halaman Utama
	Perubahan terbaru
	Halaman baru
	Halaman sembarang


		
	




	
	

	
		Komunitas
	

	
		
			Warung kopi
	Portal komunitas
	Bantuan


		
	





	
		Wikisumber
	

	
		
			Indeks subyek
	Daftar pengarang
	Karya sembarang
	Pengarang sembarang
	Indeks sembarang
	Tentang Wikisumber
	Bak pasir
	Menyumbang


		
	





	
		do
	

	
		
		

		
	







				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: Wikisumber]
	


		

		
			

	

Pencarian
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				Cari
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			Buat akun baru

	Masuk log



		
	




	

	

	
	

Perkakas pribadi
	
	


		

	
		
			 Buat akun baru
	 Masuk log


		
	





	
		Halaman penyunting yang telah keluar log pelajari lebih lanjut
	

	
		
			Kontribusi
	Pembicaraan


		
	




	
	






		

	



	
		
			

		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	

	
				
					
					
	
	Daftar isi

	pindah ke bilah sisi
	sembunyikan




		
			
				Awal

			
		
	
		
			
			1BAB I
 KETENTUAN UMUM

		
		
		

	





					

		
			

		

		
			
				
					
						

	
	

Gulingkan daftar isi
	
	


							
			

		
	




					
					Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1981.pdf/2

							

	
	

Tambah bahasa
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			Halaman sebelumnya
	Halaman selanjutnya
	Halaman
	Pembicaraan
	Gambar
	Indeks


		
	




								

	
	Bahasa Indonesia
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			Baca
	Sunting
	Lihat riwayat


		
	




							
				
							
								

	
	Perkakas
	
	


									
						

	
	Perkakas

	pindah ke bilah sisi
	sembunyikan



	

	
		Tindakan
	

	
		
			Baca
	Sunting
	Lihat riwayat


		
	





	
		Umum
	

	
		
			Pranala balik
	Perubahan terkait
	Unggah berkas
	Halaman istimewa
	Pranala permanen
	Informasi halaman
	Kutip halaman ini
	Lihat URL pendek
	Unduh kode QR


		
	





	
		Cetak/ekspor
	

	
		
			Versi cetak
	Unduh EPUB
	Unduh MOBI
	Unduh PDF
	Format lainnya


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas

					

					


					
					
					Halaman ini tervalidasi




	Mengingat:
	
	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978;
	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).







Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :




	Dengan mencabut:
	
	Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya;

	Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain; dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka 1 dan angka 2, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana.






	Menetapkan:
	UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.











BAB I
 KETENTUAN UMUM


Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 1

	
	Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :
	Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

	Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
	Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
	Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
	Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
	
	Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
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		 Halaman ini terakhir diubah pada 2 Desember 2020, pukul 10.53.
	Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons;
ketentuan tambahan mungkin berlaku.
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk rincian lebih lanjut.
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